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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat diketahui hal-hal 

sebagai berikut yang menjawab Rumusan Masalah yaitu “Apakah Teori 

Restorative Justice dan Pendekatan Politik Hukum dapat digunakan dalam 

penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia untuk memberikan keadilan 

bagi korban pada Peristiwa Tahun 1965-1966?”  

Teori Restorative Justice dan Pendekatan Politik Hukum dapat digunakan 

dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia untuk memberikan 

keadilan bagi korban pada Peristiwa Tahun 1965-1966, hal ini bisa didapatkan 

apabila Pemerintah (Eksekutif) melalui kolaborasi antara Tim Penyelesaian 

Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu yang 

dipimpin oleh Mentri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia serta 

kejasama dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

yang harus segera bersinergi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia harus segera membetuk kembali Undang-Undang Komisi 

Kebenaran dan Rekonsiliasi, serta rekomendasi dari Tim PPHAM masa lalu 

dengan menerapkan sisi Restorative Justice sebagai landasan penyelesaian 

kasus diatas.  
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B. Saran 

1. Pemerintah harus segera melaksanakan rekomendasi-rekomendasi dari Tim 

Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat 

Masa Lalu. 

2. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki visi yang sama yaitu 

pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu peristiwa 

Tahun 1965-1966 baik melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dengan 

penekanan Restorative Justice yang matang dalam penyelesaian kasus ini. 

Memilih mekanisme KKR maka Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat 

segera menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-

IV/2006 dengan segera membahas Rancangan Undang-Undang tentang 

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. RUU KKR yang sudah masuk dalam 

Program Legislasi Nasional dari tahun 2015 mulai dibahas kembali dan 

sudah seyogyanya Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat segera 

merealisasikan RUU KKR dan segera diundangkan sebagai bentuk 

tanggung jawab negara dalam peristiwa pelanggaran Hak Asasi Masusia 

yang berat masa lalu tahun 1965-1966 dalam upaya penyelesaian melalui 

jalur non-judicial.  
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